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ABSTRAK  bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih, bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu dilakukan peningkatan integritas serta 
upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Sulawesi Utara; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) 
huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 bahwa Unit 
Pengendalian Gratifikasi Eselon III di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota; bahwa sehubungan dengan adanya penggantian komposisi 
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, perlu dilakukan 
perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa 
Selatan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian 
Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan 

Tahun 2023. 
  Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini adalah: 

  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 
Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); Peraturan 
Presiden Nomor 554 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal 
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); Keputusan Komisi 



Pemilihan Umum Nomor 1529 Tahun 2023 tentang Pengangkatan 
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan 
Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028. 

  Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 303 Tahun 

2023  diatur tentang : 

  Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Minahasa Selatan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit 
Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023. 
 

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini berlaku 

sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 November 2023. 

- Lampiran 2 halaman 

 


